
 

BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang :  bahwa untuk melakukan penambahan modal dalam rangka 

penguatan struktur permodalan pada Badan Usaha Daerah  

dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Mamasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah. 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

   2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

   3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

   4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

   5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

   6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

   7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA 

dan 

BUPATI MAMASA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH. 

             Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 

160, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa 

Nomor 41) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 ayat 

(1) berbunyi sebagai  berikut: 

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal 

kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar 

Mamasa dan PDAM Mamasa sesuai modal dasar yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai kemandirian 

usaha dan tujuan Penyertaan Modal. 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut :  

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada 

pasal 4 ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati 



3. Ketentuan Pasal 6 dihapus 

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai  berikut: 

Pasal 7 

Penambahan Modal dapat diberikan secara keseluruhan 
atau bertahap dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah. 

 
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai   berikut: 

Pasal 8 

(1) Pemenuhan Penyertaan Modal melalui mekanisme 

pembahasan APBD. 
(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran berkenaan. 

 
6. Bab V dihapus. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Mamasa. 
 

     Ditetapkan di Mamasa 
     pada tanggal, 28 Desember 2021 

                    BUPATI MAMASA, 

     
                    ttd. 

             
     RAMLAN BADAWI 

 

Diundangkan di Mamasa 
pada tanggal, 28 Desember 2021 

PLH.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

               ttd. 
 

KAIN LOTONG SEMBE 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 11 
REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 45 Tahun 2021  
 

 

 

 



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016  

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

 

I. UMUM 

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 

54 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana Pemerintah 

Daerah diberi ruang untuk melakukan penyertaan modal dalam rangka 

penambahan modal BUMD dalam rangka pengembangan usaha, 

penguatan struktur permodalan, dan penugasan pemerintah daerah.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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